







 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam 
bab sebelumnya maka dapat dikemukakan simpulan bahwa : 
1. Penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten 
Bantul hingga saat ini belum terlaksana karena ketidaktahuan pihak 
pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang keberadaan pertambangan 
batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. 
2. Kendala dalam penagakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di 
Kabupaten Bantul adalah kebingungan beberapa instansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY terkait wewenang mereka 
masing-masing. Hal ini disebabkan oleh karena saat ini merupakan masa 
peralihan wewenang perizinan pertambangan dari pemerintah daerah 
kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu kurangnya koordinasi secara 
periodik diantara pemerintahan juga menjadi kendala dalam penagakan 
hukum terdahap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, sebab 




batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hanyalah pihak BPBD dan Lurah 
Segoroyoso.  
B. Saran 
1. Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul 
perlu untuk melakukan koordinasi secara periodik terkait pendataan 
kegiatan pertambangan batu breksi di daerah Kabupaten Bantul, agar dapat 
dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku tambang batu 
braksi ilegal, sehingga kegiatan pertambangan batu breksi ilegal dapat 
dengan mudah untuk dikendalikan, sekaligus mampu mendatangkan 
pendapatan bagi daerah Kabupaten Bantul. 
2.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY, BPBD Bantul, DLH 
Bantul bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum Provinsi DIY dan 
Kabupaten Bantul diharapkan dapat melakukan kerjasama yang baik 
melalui koordinasi secara periodik, sehingga kesan saling melempar 
wewenang dapat terhindarkan. Melalui koordinasi secara periodik maka 
pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku tambang ilegal dapat 
terlaksana, sehingga kerusakan lingkungan yang dapat berpotensi menjadi 
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